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PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 25TAHUN 2006

TENTANG

PLTUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
USAHA KECIL / MIKRO BAGI KELUARGA MISKIN PRODI JKTIF
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG,

BUPATI SUMEDANG,

enimbang A bahwa dalam rangka pengembangan dan  penguatan usaha
kecil/mikro, Pemerintah Kabupaten Sumedang akan memberikan
stimulasi permodalan bagi Keluarga Miskin Produktif’
b. bahwa dengan terbatasnya dana yang tersedia, Penpembangan dan
Penguatan Usaha Kecil/Mikro Tahun Anggaran 2006 diarahkan
untuk Keluarga Miskin Produktif terpilih;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud huruf a

cl
dan b di atas, agar tertib dalam pclaksanaan perlu diatur Petunjuk
Pelaksanaan Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bag
Kcluarga Miskin Produktif yang ditetapkan dengan  Peraturan
Bupati;

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3502).
Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

2 Undanng-undang Nomor 9
Tambahan Lembaran

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74,

Negara Nomor 3611);

undang Nomor 28 Tahun 1999 ftentang Penyelengpara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan [ embaran
Negara Nomor 3851).

4, Undang-undang Nomor 10 ‘Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389),

3 Undang-




5 Indang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Dacrah (1 embaran Negara Tabun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor & Tahun 2005 tentang Penctapan Peraturan
Pemenntah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan 1ndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108
Tambahan | embaran Negara Nomor 4548);

6 Undang-undang Nomor 33 Tabhun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor
4438

7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan
dan Pengembangan Usaha Kecil ( lLembaran Negara Tahun 1998
Nomor 46, Tambahan | embaran Negara Nomor 3743,

8 Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 29 Tahun 2002 tentang

Pengesahan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belamja Dacrah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dacrah dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Penvusunan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan

Dacrah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran

Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seni D 42),

10 Peraturan Dacrah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2006
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri A),

- Peraturan Bupat Sumedang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Krtena
Kemiskinan Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN USAHA
KECIL/MIKRO BAGI KELUARGA  MISKIN PRODUKTIF
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Sumedang ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Sumedang
Bupati adalah Bupati Sumedang.
Pemerimah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang
Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten

Sumedang,

S Pengembangan adalah kegiatan untuk mengembangkan usaha
produktif vang dijalankan olch Keluarga Miskin.

6 Penguatan adalah kegiatan untuk mendorong usaha produktif yang

L
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Pasal 5

a \W}ﬂgm%ﬂwrsuhkw\ e Gafam rangXa
mendorons Keluores Maskm Prodekaf

b Meningkatkan pendepatan schimgzs menjad mandn yang berdames
kepada pessnsicatan dava belt

Bagiza Ketigs
Sasaran
Pasal £

Sasaran penyaluran Dama Pepgembangan dan Penguann Usaha
KecilMikro adalzsh Keluarga Miskin yang melaksanskan dsn  stsu
mempunyai kegiatan usaha produkuf, melipun scktor peraman, sektor

perdagangamsektorindzsuidankem_hmnmihonzmhanmsehorjm
BAB 1l
STATUS DANA
Pasal 5

(1) Penempatan Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha
KecilMikro dari Pemerintah Kabupaten Sumedang bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belama Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2006, akan diserahkan langsung kepada Keluarga Miskin
Produktif dengan kritena vang ditentukan.
Dana Pengembangan dan Penguatan Usaha KecilMikro Tahun
5 WmZO%sebagaﬁnmdimabudpdaayﬁ(l)hsﬂhﬁ,
_sebesar Rp. 100000000000 (satu milyar rupah) vang
Mmmkhnbag'z-OM(dmn'hx)deglMiskianchkﬁf,
" Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
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kecil/mikio adalab sebmiar btk

a Wargn Sumedany yang terinasie ke dubain Kbt op WAk sooe
denigan Petaturan Pugmli Sutnedang Semmn 79 Vb 204 \omiany
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b Mempunyai usaha prodiktif daen atan
6 Lwpain ) bidan,

trerskaln frikro sekutangkurangnnyn Wb berjaban
dengan jenis usaba yang dialankan scmts D41 e ) 1001060

¢ Belum  pernah  mendapat  bantuan  Gata - any borasa)  dari
kegistan/progeatn  sejenis/setugm,  amas Inin  seperis Vyaimn

Hekayasa ekonormi Kemiskinan (15/ MK ), PP, RAKSA 1esd dan

KIUKPSRA,

d  Mempunyal tanguungan keliarys
Skala modal yang duniliki berkizar mara 1p 100 O 1) (secnatiss
ribu rupiah) satnpar dengan b 15000 10 (seratiss Iima pulub ’nbu
rupiah), dengan penghasilan yang diperoleh per han maksimal
R 15.000.00 (limna belas pibu tugash)

BAK Y
TATA CARA VENITAPAN KELUARGA MISKIN PRODUKTIF
CALON PERERIMA BANTUAN MODAL STIMULAN
PENGEMBANGAN DAN PEHGUATAN USAHA KECHIMIKRO
Pasal 7

(1) Seleksi keluarga miskin produkuf calon penenima bantuan modal
divsulkan dari tingkat desa/kelurahan diketahui oleh Camat di
wilayahnya

(2)  Seleksi dan atau pemilaan terhadap Keluarga Miskin Produkuf
calon penerima bamtuan modal stimulan  dilaksanakan melalui
pendekatan objektif indikator

(3) Tim Kabupaten mencocokkan data usulan  dari tingkat
desa/kelurahan dengan Data Keluarga Miskin Produktif  hasil
pemilahan.

(4)  Tim menyeleksi Keluarga Miskin Produktif calon pencrima bantuan
modal stimuan sesuai dengan kriteria dan prioritas yang ditetapkan.

(5) Tim Kabupaten bersama  dengan Tim esa/Kelurahan
memverifikasi kembali di lapangan untuk menentukan peringkat
Keluarga Miskin Produknf calon pencrima bantuan modal stimulan

(6) Hasil verifikasi dani Tim Desa/Kelurahan dibuat benta acara
penentuan/penctapan Keluarga Miskin Produktif calon penerima
bantuan modal stimulan diketahui oleh Camat dan Tim Kabupaten.

(7)  Tim Kabupaten berdasarkan hasil rapat pleno menyerahkan data

Keluarga Miskin Produktif calon penerima bantuan modal stimulan

kepada Bupati.
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Bagian Kesatu
Proses Penycrahan

Pasal 8
Proses penyerahan  Dana Pengembangan  dan Penguatan  Usaha
Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif terpilih akan diserahkan
ecara simbolis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, sclanjutnya sccara
bertahap akan diserahkan kepada penerima bantuan per desa/kelurahan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 9

Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga

Dana Penpembangan dan Penguatan :
eraturan Bupati

Miskin Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 P

ini, dimanfaatkan untuk :

a  Modal kerja pengembang
konsumtif;

an dan penguatan usaha, bukan untuk

b. Pengelolaan dana harus dicatat dengan pembukuan yang sederhana;

¢ Digulirkan kembali di masing-masing desa/kelurahan bagi Keluarga

Miskin Produktif yang belum menerima

BARB VII
SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
KELOMPOK KERJA (POKIJA)

Ragian Kesatu
Susunan Organisasi Kelompok Kerja

Pasal 10

n dana pengembangan dan penguatan usaha

(1) Untuk penyalura
a keluarga miskin produktif di tingkat Kabupaten

keeil/mikro kepad
dibentuk Tim

f2y e T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri darn :

1. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumedang
2. Ketua Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Kabupaten Sumedang
3 Sckretaris - Kepala Sub Dinas Pembiayaan
merangkap Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
anggotd pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Sumedang
4.  Anggota - a. Kepala Seksi Perdagangan dan

Aneka Usaha pada Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Sumedang;



b Kepala Seksi Program dan
Pelaporan pada Dinas Koperasi
dan  Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Sumedang.

¢ Unsur Badan Pemberdayaan
Masyarakat  dan  Kesejahteraan
Sosial Kabupaten Sumedang.

d  Unsur Kantor Keluarga Berencana
Kabupaten Sumedang:

¢, Unsur pada Bagian Perekonomian
Setda Kabupaten Sumedang

Bagian Kedua
lugas dan langgungjawab Tim

Pasal 11

Tim tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan tanggungjawab sebaga:

bernikut

a Menetapkan tenaga pendamping,

b Mengadakan pemilahan Keluarga Miskin:

¢.  Menverifikasi Keluarga Miskin Produktif Calon Penerima Dana
Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro;

d  Menyusun Data Keluarga Miskin Produktif untuk dijadikan

¢ Menentukan dan menetapkan peringkat Keluarga Miskin
yang akan diprioritaskan mendapat bantuan dana.

f Memonitoring pemanfaatan penggunaan Dana Pengembangan dan
Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif’

Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
Melaporkan kegiatan pelaksanaan kepada Bupati

database:
Produktf

=

BAB VIII
SUSUNAN, TUGAS, DAN TANGGUNGIJAWAB
TIM DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Susunan Tim Desa/Kelurahan

Pasal 12

Susunan Tim Desa/Kelurahan dalam rangka penyaluran Dana
Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro kepada Keluarga
~ Miskin Produktif adalah sebagai berikut :

‘a Kepala Desa/Lurah;
Ketua Badan Perwakilan Desa;
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

¥

)

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggungjawab Tim Desa/Kelurahan

Pasal 13
Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai

sidentifikasi Keluarga Miskin Produktif,




LW PR s TY4F
Aenyusun dan mengusulkan data Keluarga Miskin Produki

Ry~ - - .
Bersama-sama dengan Kelompok Kernja dan Tenags PPendamping

mengadakan crifihast dara

i Membuat basts data Keluarga Miskin Produknl

e Memantau pelaksanaan  penyaluran  [ana Pengembangan  dan

Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi keluarga Miskin Produknf,

t Membuat laporan secara periodik (bulanan) kepada Camat setempal

BAB IX
TENAGA PENDAMPING

Pasal 14

ngembangan dan Penguatan

(1) Dalam rangka pelaksanaan Program Pe
roduktf diangkat dan

Usaha KecilMikro bagi Keluarga Miskin P
ditetapkan Tenaga Pendamping

Program Pengembangan dan Penguatan |saha
Keluarga  Miskin Produkuf  sehagaimana
herikut

Y} Tenaga Pendamping
KecitlMikro  bagt
dimaksud pada ayat (1) Pasal i, adalah sebagai |

a Koordinator Nandang Suherman PIMI
b Anggota Nurdiana FDA
Zen Muryaman I'DA
A Dadan Setiawan Komunitas
RBalar Bambu
PLM3

Moh. Sarijudin
Hendrk Kurmawan I EPAS

Deti Mutiara Ishak 1.PPUM

Pasal 15
Tugas dan tanggungjawab Tenaga Pendamping dalam penyaluran Dana
Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin
Produktif adalah sebagai berikut :
a  Membantu Tim untuk menyeleks: dan memvenfikast keluarga
miskin;
b Memberikan fasilitast dan bimbingan pengelolaan usaha,

¢ Mengadakan pembinaan administrasi  keuangan usaha  secara
sederhana;
d  Memberikan pembinaan dan bimbingan pelaksanan pemantaatan dan

penggunaan dana,

Memberikan informasi pasar bagi usaha yang dilaksanakan,

f  Mengupayakan agar dana yang digunakan dapat mengembangkan
usaha Keluarga Miskin Produktif,

Bersama-sama Tim mengadakan monitoring terhadap penyaluran dan
pemanfaatan dana;

h. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim
- setiap bulan.
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() i Dsa/F elutahan menyampaikan laporan setiap bulan temtang
iyttt i petoaanlaatan ann Penpgembangan dan Penguatan
b b ecil/Mik o b Feluargn Migkin Produktil kepada Tin
boabsiptedr telalui © aimat untuk hahan evaluast

(4 i Fabwpaten melaporkan pelaksanaan penyaluran dan
pemantaatan  Dana Pengembangan  dan Penguatan  |Jsaha
boocil/Mikto b Keluarpa Miskin Produk il kepada Bupatt melalul
Pyivine boopierast dan Usaha kel Menengah K abupaten Sumedang
celingy Fiilan

[tagian Kedua
I valuas

yasul 17

(1) benluasi tethdap perkembangan pelaksanaan Pengembangan dan
Penpuatan Usaha Kecil/Mikro bagi Keluarga Miskin Produktif
dilabukan secarn petiodik selama 6 (enam) bulan

(21 Apabila hasl evaluast Tim dan Tenaga Pendamping Dana
Pengembangan dan Penguatan l1saha Kecil/Mikro bagi Keluarga
Miskin Produktif ini berkembang, maka Tim mengusulkan kembali
kepada Bupati untuk menjadi program yang herkelanjutan

BAR XI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

ksanaan Pengembangan dan Penguatan
Miskin Produktif dibebankan kepada
h Kabupaten Sumedang Tahun

Minya yang dibutulikan untuk pela
{Jsaha Kecil/Mikro bagr Keluarga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacra

Anggaran 2006,

BAB X1
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

e an dan pengawasan pelaksanaan Pengembangan dan Penguatan

Usaha Kecil/Mikro dalam rangka pendukungan terhadap Keluarga
Miskin Produktif merupakan tanggungjawab Bupati yang secara tekmis
: bersama-sama oleh organisasi pelaksana, yaitu © Tim Tingkat
Tim Desa/Kelurahan, dan Tenaga Pendamping.
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